
 

 

BUPATI LAMPUNG BARAT  

PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  

NOMOR 44 TAHUN 2015 

TENTANG  

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI LAMPUNG BARAT, 

Menimbang :  a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten 
lampung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Lambang 
Daerah, Kabupaten Lampung Barat telah memiliki identitas 
daerah yang baru; 

b. bahwa dalam rangka penggunaan lambang daerah diperlukan 

pedoman pelaksanaannya yang diatur dengan Peraturan 

Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Lambang 
Daerah; 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4432); 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, 

Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang 
Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4790); 

SALINAN 



5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2013; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 
Tahun 2015 tentang Lambang Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 
376); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat; 
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat; 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat; 
5. Lambang Daerah adalah Panji Kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat 

di daerah yang mencerminkan kekhasan daerah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 

6. Himne adalah lagu pujaan dan pujian yang mengungkapkan rasa syukur dan 
rasa pengabdian yang mendalam terhadap Kabupaten Lampung Barat; 

7. Masyarakat adalah masyarakat Lampung Barat. 

BAB II 

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN JENIS 

Pasal 2 

Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah. 

Pasal 3 

Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya 
masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pasal 4 

Lambang Daerah meliputi: 
1. Logo; 

2. Bendera; 
3. Bendera Jabatan Bupati; dan 
4. Himne. 



BAB III  

TUJUAN 

Pasal 5 

Tujuan Lambang Daerah adalah: 
a. untuk memberikan simbol identitas daerah, baik untuk kepaduan 

administratif maupun atribut aparat dan masyarakat atau hal-hal yang 
memerlukan simbol daerah; 

b. untuk mengembangkan partisipasi dan imajinasi yang tertuang dalam simbol 
identitas, guna memberikan semangat dan motivasi bagi aparat pemerintah 

Kabupaten dan masyarakat dalam penyelenggaraan tugas pemerintah, 
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan 

c. sebagai gambaran karakteristik yang bersumber pada ciri khas daerah dalam 

bentuk simbol latar belakang sejarah, budaya dan bahasa serta estetika. 

BAB IV 

PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN 

Pasal 6 

(1) Logo daerah dapat digunakan pada bangunan resmi pemerintahan daerah, 

gapura, tanda batas antar provinsi, kabupaten dan kota, kop surat, stempel 
satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan atau nama lainnya dan 
kantor kelurahan/desa atau nama lainnya, serta sebagai lencana atau 
gambar dan/atau kelengkapan busana. 

(2) Logo daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra 
kerja/badan/lembaga dari luar negeri. 

(3) Logo daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan 
ditandatangani oleh Bupati dengan mitra kerja/ badan/lembaga dari luar 
negeri. 

Pasal 7 

(1) Bendera daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera negara pada 

bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura, perbatasan antar provinsi, 
kabupaten, serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan 
busana. 

(2) Bendera daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, 
ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara. 

(3) Bendera daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi 
Bupati dengan mitra kerja/ badan/lembaga dari luar negeri. 

(4) Penggunaan dan penempatan bendera daerah dalam pertemuan resmi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pendamping bendera 

negara. 

Pasal 8 

(1) Bendera jabatan Bupati ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi Bupati di 
luar bagian depan di tengah-tengah. 

(2) Bendera jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 

hanya pada upacara hari- hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari 

ulang tahun daerah. 

 



Pasal 9 

(1) Himne daerah sebagai simbol seni budaya daerah dapat diperdengarkan 

setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upacara hari- hari besar 
kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah. 

(2) Himne daerah tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi Bupati dengan 
mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri. 

Pasal 10 

(1) Logo daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan/ atau di bagian dalam 
bangunan resmi pemerintahan daerah. 

(2) Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama: 
a. kantor Bupati; 
b. kantor DPRD; 
c. kantor satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan atau nama lain 

dan kantor kelurahan/pekon; 

d. rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati; dan 

e. bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah. 
(3) Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan 
posisi penempatan lambang negara. 

(4) Penempatan logo daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada: 
a. ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati; 

b. ruang sidang DPRD; 

c. ruang kerja kepala satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan atau 
nama lain dan kantor kelurahan/ pekon; 

d. ruang tamu di rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati; dan 
e. ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang 

tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada 
bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah. 

(5) Penempatan logo daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan 

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar 
dengan posisi penempatan lambang negara. 

Pasal 11 

(1) Logo daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga 

lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup. 
(2) Penempatan logo lembaga lain/ badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari 

posisi logo daerah. 

Pasal 12 

(1) Logo daerah yang digunakan pada kop surat satuan kerja perangkat daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditempatkan di bagian paling 
atas posisi tengah kertas. 

(2) Logo daerah pada stempel satuan kerja perangkat daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) digunakan pada surat-surat resmi satuan 
kerja perangkat daerah, kantor kecamatan, kantor kelurahan/pekon dan 
ditempatkan di sebelah kiri tandatangan pimpinan satuan kerja perangkat 
daerah, kecamatan, kelurahan/pekon. 

Pasal 13 



(1) Logo daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau 

kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi. 

(2) Penempatan logo daerah sebagai lencana atau gambar dan/ atau 
kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi 

atau sejajar dengan penempatan lencana lambang negara. 

Pasal 14 

(1)  Bendera daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan/ atau di bagian 
dalam bangunan resmi pemerintahan daerah. 

(2)  Penempatan bendera daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada : 

a. kantor Bupati; 
b. rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati. 

(3) Penempatan bendera daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan 

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih tinggi atau sejajar 
dengan bendera negara. 

(4) Penempatan bendera daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada: 

a. ruang tamu dan ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati; 
b. ruang rapat utama pada kantor Bupati; 
c. ruang kerja pimpinan dan ruang sidang DPRD; 

d. ruang tamu di rumah jabatan Bupati dan wakil Bupati; 
e. ruang kerja camat dan lurah/ peratin; 

f. kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan pada bangunan sekolah/ 
fasilitas; dan 

g. pendidikan milik pemerintah daerah. 

(5)  Penempatan bendera daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan 

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar 
dengan bendera negara. 

(6)  Dalam hal bendera daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera 
negara, bendera daerah diposisikan di sebelah kanan. 

Pasal 15 

Bendera daerah tidak dikibarkan pada upacara memperingati hari-hari besar 
kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah, dan/atau upacara/apel 

bendera lainnya. 

Pasal 16 

Bendera daerah yang digunakan pada gapura tanda batas antar kabupaten 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditempatkan lebih tinggi dari 

bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial. 

Pasal 17 

(1) Bendera daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau 
kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi. 
(2) Penempatan bendera daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau 

kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi 
jajar dari lencana lambang negara. 

 

 



BAB V 

 
PEMBINAAN 

Pasal 18 

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penggunaan dan penempatan, serta 
sosialisasi lambang daerah. 

(2) Camat membantu Bupati dalam pembinaan terhadap penggunaan dan 
penempatan, serta sosialisasi lambang daerah. 

(3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada 

Bupati. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkannya. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Lampung Barat. 

Ditetapkan di Liwa 

pada tanggal 7 Desember 2015 
 

BUPATI LAMPUNG BARAT, 
 

 
 

 
MUKHLIS BASRI 

Diundangkan di Liwa 

pada tanggal 7 Desember 2015 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG BARAT, 

 

NIRLAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 45 

 


